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Abstract Artikel ini bertujuan mengkonstruksi diskursus war tiket haji dalam
pemberitaan media online di Indonesia dengan menggunakan perspektif
Gunther Kress. Penelitian ini fokus pada representasi aktor, strategi framing
serta produksi makna dan relasi kekuasaan dalam teks berita. Penelitian ini
menggunakan kualitatif interpretatif melalui analisis wacana kritis. Sumberr
data dari penelitian ini berupa teks berita dari Tempo.co edisi 11 April,
Mediaindonesia.com edisi 14 Apri dan Republika.co.id edisi 16 April 2026.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sedangkan analisis
dilakukan melalui tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Hasil temuan
dalam penlitian ini ada tiga. Pertama, representasi aktor dalam teks media
bersifat selektif dan hierarkis yang mana Tempo.co menonjolkan aktor
legislatif sebagai penjaga legalitas, Mediaindonesia.com menghadirkan
distribusi aktor yang lebih seimbang antara pemerintah dan asosiasi.
Sedangkan Republika.co.id menempatkan otoritas keagamaan sebagai
sumber legitimasi moral. Kedua, strategi framing dan pilihan bahasa
menunjukkan pola berbeda, yakni intensifikasi konflik pada Tempo.co,
framing moderat dan rasional pada Mediaindonesia.com serta framing
normatif berbasis nilai pada Republika.co.id. Ketiga, produksi makna dalam
diskursus mencerminkan kontestasi relasi kekuasaan antara otoritas legal,
administratif dan simbolik yang saling bernegosiasi dalam ruang publik.
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1. INTRODUCTON
Masa tunggu yang mencapai puluhan tahun dilegitimasi oleh Kementerian Haji (Kemenhaj) untuk
memunculkan wacana war tiket haji (Ni'am, 2025). Tingginya antusias masyarakat Muslim Indonesia
dan terbatasnya kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi membuat antrean kian menjadi
(Fitriyah, 2025). Pada kondisi itulah, Kemenhaj mengorbitkan inovasi kebijakan. Pendaftaran bagi calon
jamaah haji diorkestrasi dengan kompetisi atau first come first served yang kemudian dikenal sebagai

war tiket haji. Wacana tersebut menuai ragam respon dari legislatif, otoritas keagamaan dan pelaku
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industri haji. Perbedaan tersebut menyentuh ranah keadilan distributif, legitimasi negara dan moralitas
pengelolaan ibadah dalam konteks kebijakan publik.

Sistem antrean haji yang diterapkan sejak 2008 merepresentasikan distribusi keadilan prosedural
di tengah keterbatasan kuota (Albab, 2025). Kemudian diperkuat dengan tata kelola pembentukan
Badan Pengelola Keuangan Haji pada 2017 yang semakin menginstitusionalisasi pengelolaan dana dan
layanan haji. Dengan demikian, wacana war tiket haji dinilai sebagai formula disrupsi dari sistem yang
telah mapan. Alasannya, karena menggeser prinsip dari model egaliter menuju model kompetitif. Kritik
terhadap wacana tersebut berfokus pada potensi terjadinya ketimpangan akses, terutama bagi
kelompok dengan keterbatasan ekonomi dan literasi digital (Halojember.com, 2026). Mekanisme
berbasis kecepatan dinilai berisiko menggeser prinsip keadilan menjadi berbasis kapasitas individu.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait praktik percaloan, ketidakpastian regulasi, serta marginalisasi
kelompok rentan. Di sisi lain, pendukung wacana ini melihatnya sebagai bentuk inovasi kebijakan yang
diperlukan untuk mengatasi stagnasi sistem antrean yang semakin panjang.

Menguarnya perdebatan tersebut dimediasi oleh media online sebagai arena produksi dan
reproduksi makna. Media yang dimkasud adalah Tempo.co (Faturahman, 2026), Mediaindonesia.com
(Machmudi, 2026) dan Republika.co.id (Hafil, 2026) yang memainkan peran penting. Variasi framing
yang muncul mrngonfitmasi media tidak netral justru terlibat aktif mengkonstruksi realitas. Dalam
kajian wacana, realitas di ruang publik tidak muncul secara objektif justru merupakan hasil konstruksi.
Di dalam konstruksi diskursif ini tentu melibatkan seleksi, penonjolan dan penghilangan aspek
tertentu. Guna memahami praktik diskursif ini, peneliti menggunakan teori Gunther Kress. Baginya,
bahasa merupakan praktik semiotik yang sarat kepentingan dan ideologi (Kress & Hodge, 2025).
Wacana, menurut Kress, adalah representasi realitas yang dikonstruksi dengan pilihan tanda tertentu
(Kress & Hodge, 2025). Artinya, setiap teks mencerminkan posisi sosial dan tujuan komunikatif
pembuatnya. Oleh karena itu, peneliti harus menganalisis bagaimana makna diproduksi melalui
struktur, leksikon dan relasi antar aktor.

Penelitian terkait praktik war tiket dan jasa titip menunjukkan dominasi kajian pada aspek perilaku
konsumen, hukum, dan etika transaksi digital. Prayudi et al. (Prayudi, Munawaroh, & Fadlullah, 2026)
menekankan pengaruh kredibilitas dan kepercayaan terhadap niat pembelian jasa tiket konser,
sementara Fadilla & Fitriyanti (Fadilla & Fitriyanti, 2026) mengkaji implikasi hukum jual beli tiket tidak
resmi dalam perspektif perlindungan konsumen. Tri et al. (Tri, Nurhayati, & Kholidah, 2025)(2025)
menyoroti praktik jasa titip dalam perspektif hukum Islam melalui akad wakalah yang dianggap sah
selama memenubhi prinsip kejelasan transaksi. Namun, ketiga kajian tersebut masih berfokus pada level
mikro transaksi dan belum mengkaji dimensi sosial-politik yang lebih luas. Kajian tentang diskursus

media terhadap “war tiket haji” dalam konteks kebijakan keagamaan di Indonesia masih sangat
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terbatas, terutama dengan pendekatan analisis wacana kritis Gunther Kress. Oleh karena itu, terdapat
gap dalam memahami bagaimana media mengonstruksi makna, aktor dan relasi kuasa dalam isu
distribusi layanan haji yang bersifat religius dan politis. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis
representasi media berbasis sosial-semiotika Kress. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini
fokus pada bagaimana konstruksi diskursus war tiket haji dalam media online: analisis wacana kritis

perspektif Gunther Kress?

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui analisis wacana kritisnya
Gunther Kress. Sumber data penelitian ini berupa teks berita yang dipublikasikan oleh Tempo.co,
Mediaindonesia.com dan Republika.co.id pada periode April 2026. Pemilihan media didasarkan pada
representasi spektrum pemberitaan yang berbeda seperti karakter audiens. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui dokumentasi dengan mengidentifikasi sumber kutipan serta keterwakilan aktor
dalam diskursus.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, deskripsi teks dengan mengidentifikasi
struktur bahasa, pilihan leksikal dan penyajian informasi. Kedua, interpretasi dengan menelaah
representasi aktor, peristiwa dan relasi sosial dalam teks. Ketiga, eksplanasi dengan mengaitkan antara
temuan tekstual dan konteks sosial termasuk relasi kuasa dan kepentingan yang melatarbelakangi
produksi wacana. Guna menjaga validitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan
membandingkan konstruksi wacana antar media. Analisis dilakukan secara literatif dan reflektif guna

meminimalisir bias interpretasi.

3. FINDINGS AND DSICUSSIOUN

Sebelum mengeksplorasi lebih lanjut mengenai konstruksi diskursif dalam pemberitaan wacana
war ticket haji, peneliti melakukan pemetaan awal terhadap data teks media yang dianalisis. Pemetaan
ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama, posisi sosial serta kutipan langsung yang
digunakan dalam pemberitaan. Untuk itu, berikut disajikan tabel data pemberitaan dari tiga media
daring yang menjadi objek kajian.

Tabel 1. Data Pemberitaan dari Tiga Media Daring

Ak e
Media Judul Berita (]a:;:an) Kutipan Asli i(lj(stljrl
MUI Minta Kemenhaj . . “Wacana ini bisa
holil f
Republika.co.id Fokus Persiapan Haji E\:NZklil Kl\; iulas dibuka setelah Otoritas
P """ Dibanding Wacana War enyelenggaraan haji keagamaan
& UmumMul ~— PYeenss Joreas
Ticket selesai.”
MUI Minta Kemenhaj Cholil Nafis “Saya khawatir Otoritas
Fokus Persiapan Haji (MUI) minggu depan masih keagamaan
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Dibanding Wacana War sibuk  menanggapi
Ticket wacana ini.”
IIH
MUI Minta Kemenhaj mejrrlqutimban Kan
Fokus Persiapan Haji Cholil Nafis P & Otoritas
. . hak mereka yang
Dibanding Wacana War (MUI) moral
. telah menunggu
Ticket ”
lama.
MUI Minta Kemenhaj Moch. Irfan .
. . Itu masih wacana,
Fokus Persiapan Haji Yusuf . .
. . . .. tidak ada antrean Pemerintah
Dibanding Wacana War (Menteri Haji ane dihapus.”
Ticket dan Umrah) yang pus.
MUI Minta Kemenhaj e
. .. Risiko  percaloan .
Fokus Persiapan Haji . Otoritas
. . MUI dan ketimpangan
Dibanding Wacana War e 1 moral
. akses digital.
Ticket
Selly
Andriany “Negara wajib
Tempo.co Banjir Kritik Wacana War Gantina memprioritaskan Lecislatif
po- Tiket Haji (Anggota jemaah dalam &
Komisi ~ VIII antrean.”
DPR RI)
Singgih
tmik “K t ,
Banjir Kritik Wacana War ]anur'a ko I.JOta tetap sa.ma .
Tiket Haii (Wakil Ketua tapi peminat Legislatif
et T Komisi  VIII bertambah.”
DPR RI)
Marwan
Banjir Kritik Wacana War Dasopang “Tidak sesuai dengan Leoislatif
Tiket Haji (Ketua Komisi  ketentuan UU Haji.” &
VIII DPR RI)
‘" l M : k
Banjir Kritik Wacana War Kemenhaj Usulan ini untu .
. . . memangkas antrean Eksekutif
Tiket Haji (Pemerintah) . g
panjang.
H Afandi
Media Kemenhaj Pastikan (Ka:a:la aBI;r; “Tidak mengganggu
€ . Wacana War Tiket Tidak p antrean dan Pemerintah
Indonesia Ganggu Antrean Haji Humas keuangan haji.”
88 J Kemenhaj) & »
Zaky Zakari
Kemenhaj Pastikan aky zcakana Te aeps . .
. . Anshary Ini ijtihad kebijakan Asosiasi
Wacana War Tiket Tidak ) ., .
Ganeeu Antrean Haii (Sekjen yang sah. haji
g8 ) Amphuri)
Kemenhaj Pastikan “Harus adil, Oreanisasi
Wacana War Tiket Tidak Amphuri transparan, dan gan
.. ,  profesional
Ganggu Antrean Haji kemaslahatan umat.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pemberitaan mengenai wacana war ticket haji didominasi

oleh aktor-aktor dari institusi negara, otoritas keagamaan dan lembaga legislatif. Masing-masing aktor

menempati posisi strategis dalam membentuk makna diskursus. Otoritas keagamaan seperti MUI hadir
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dengan penekanan pada aspek moral, keadilan dan risiko sosial. Pemerintah cenderung memberikan
penegasan teknis terkait status kebijakan yang masih bersifat wacana. Sedangkan legislatif memberikan
kritik berbasis regulasi dan kepentingan jamaah. Adapun organisasi profesi seperti Amphuri mencoba
menegaskan legitimasi kebijakan melalui pendekatan kemaslahatan. Pola ini menunjukkan adanya
pertarungan makna antar aktor dalam membingkai isu antrean haji di ruang media.
3.1. Konstruksi Representasi Aktor dalam Teks Media

Konstruksi representasi aktor dalam teks media mengacu pada bagaimana individu atau
kelompok digambarkan melalui bahasa, narasi dan sudut pandang tertentu (Huang & Gadavanij, 2025).
Media melalui penggambaran tersebut selain merepresentasikan fakta sekaligus membentuk citra.
Pembentukan citra tesebut bisa melalui pemilihan kata, labelisasi dan penekanan peran. Dengan cara
itu, representasi aktor oleh media membentuk opini publik tertentu tentang memahami realitas yang
disajikan berulang dan terstruktur. Bahasa sebagai praktik sosial secara aktif membentuk dan
merefleksikan realitas melalui seleksi, penonjolan dan penghilangan unsur tertentu. Terkait konstruksi
representasu aktor dalam media Tempo.co, Mediaindonesia.com dan Republika.co.idi bisa dilihat
melalui tabel berikut:

Tabel 2. Konstruksi Representasi Aktor dalam Teks Media

Media Aktor Dominan Strategl . Posisi Aktor M.akna yang
Representasi Dibangun
Foregrounding, Penjaga
Tempo.co DPR intensitas kutipan Dominan legalitas  dan
tinggi keadilan
.. . Pemerintah & Inclusion, distribusi . Aktor rasional
Mediaindonesia.com . Seimbang .
asosiasi aktor dan solutif
it Peni lai
Republika.co.id Otoritas Recontextualization Dominan moral . Joed Tl
keagamaan dan etika

Tabel tersebut mengonfirmasi bahwa media Tempo.co, Mediaindonesia.com dan Republika.co.id
mengkofigurasi aktor berbeda. Konfigurasi tersebut bisa dilihat dari sisi intensitas kutipan, posisi
dalam teks maupun fungsi diskursifnya. Perbedaan itu merupakan strategi yang sengaja digunakan
dalam membentuk pemahaman audience pada suatu isu (Thasler-Kordonouri & Koliska, 2025).
Representasi aktor dalam media Tempo.co didominasi oleh anggota DPR seperti Selly Andriany
Gantina, Singgih Januratmiko dan Marwan Dasopang. Dominasi tersebut diperlihatkan melalui
frekuensi kutipan dan penempatan pernyataan di bagian awal teks. Strategi ini, menurut Kress, disebut
foregrounding atau penonjolan aktor tertentu untuk membentuk interpretasi sejak awal pembacaan
(Putri & Lobodally, 2025). Dengan menempatkan DPR sebagai aktor utama, tempo.co secara tidak

langsung mengarahkan pembaca untuk melihat isu melalui perspektif legislatif.
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Selain intensitas, jenis kutipan yang digunakan juga memperkuat posisi otoritatif aktor legislatif.
Penggunaan kutipan seperrt ketidaksesuaian kebijakan dengan undang-undang menciptakan kesan
kepastian dan legitimasi. DPR, dalam konteks ini, direpresentasikan sebagai penjaga legalitas dan
keadilan. Adapun pemerintah diposisikan sebagai pihak yang perlu dikritisi. Representasi ini
membentuk relasi hierarkis dalam teks, di mana otoritas legislatif berada pada posisi dominan dalam
mendefinisikan validitas kebijakan (Turisno, Natalis, & Al Asy’Arie, 2025). Struktur teks di Tempo.co
menunjukkan pola akumulasi diskursif. Kritik tidak disajikan secara tunggal, tetapi diulang melalui
beberapa aktor dengan argumen yang saling menguatkan.

Dalam perspektif Kress, ini merupakan bentuk discursive accumulation, yaitu strategi membangun
makna melalui repetisi dan konsistensi pesan (Kalsoom & Khan, 2026). Akibatnya, pembaca tidak
hanya menerima satu sudut pandang, tetapi serangkaian posisi yang membentuk kesan konsensus
penolakan. Dalam konfigurasi ini, aktor non-legislatif, termasuk pemerintah, hadir secara terbatas dan
tidak memiliki kekuatan diskursif yang seimbang. Berbeda dengan Tempoco, Mediaindonesia.com
menampilkan merepresentasi aktor lebih beragam dan relatif seimbang. Pemerintah, melalui pejabat
seperti Hasan Afandi, dihadirkan sebagai sumber yang memberikan klarifikasi terhadap wacana
kebijakan. Pemerintah direpresentasikan sebagai aktor administratif yang rasional dan solutif.

Hal ini bisa dilihat dari narasi berita Mediaindonesia.com yang fokus pada penjelasan teknis
tentang implementasi kebijakan. Teks Mediaindonesia.com yang menyatakan skema war tiket tidak
akan mengganggu antrean yang sudah ada menunjukkan upaya membangun citra stabilitas dan
kontrol. Mediaindonesia.com juga menghadirkan aktor profesional dari sektor industri, yaitu Asosiasi
Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia bernama Zaky Zakaria Anshary.
Kehadiran aktor tersebut memperluas spektrum representasi dan memberikan dimensi praktis
terhadap wacana. Strategi ini, menurut Kress, dianggap sebagai inclusion yakni, memasukkan aktor
tambahan guna memperkaya dan memperkuat makna (Thalita & Indah, 2025).

Penggunaan istilah “ijtihad kebijakan” dalam kutipan yang ada di Mediaindonesia.com
memberikan legitimasi normatif terhadap inovasi kebijakan. Distribusi aktor dalam
Mediaindonesia.com yang lebih beragam menciptakan struktur teks yang bersifat multivokal. Di mana,
tak ada satu aktor yang mendominasi justru suara-suara aktor saling dala teks saling melengkapi.
Konstruksi keseimbangan tersebut sejatinya merepresentasikan pemerintah memperoleh posisi sentral
sedangkan altor lain hanya sebagai pendukung. Singkatnya, Mediaindonesia.com mengedepankan
strategi moderat karena mengkonstruk realitas war tiket haji dengan keseimbangan antara legitimasi
kebijakan dan keberagaman perspektif.

Republika.co.id menyajikan konfigurasi representasi yang berbeda dengan menonjolkan aktor

keagamaan sebagai sumber. Majelis Ulama Indonesia, melalui Cholil Nafis, dimunculkan sebagai
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otoritas moral yang memberikan penilaian terhadap wacana war tiket haji. Penempatan kutipan MUI
pada bagian judul menunjukkan foregrounding, hampir serupa dengan Tempo tetapi dengan orientasi
makna yang berbeda. Sebab fokus Republika,co pada dimensi etika dibanding pada sisi legal atau
teknis. Representasi aktor keagamaan dalam Republika.com tersebut menunjukkan proses
recontextualization. Recontextualization yang dimaksud adalah pemindahan isu kebijakan ke dalam
moral-religius (Herdiansah, 2026). Penyajian teks dengan penekanan kehati-hatian, perlunya kajian
dan perlindungan terhadap jemaah yang telah lama mengantre membangun citra MUI sebagai penjaga
nilai normatif. Pada kondisi inilah, legitimasi tidak ditentukan oleh posisi formal dalam struktur negara
melainkan oleh otoritas simbolik yang dimiliki masyarakat.

Meskipun pemerintah tetap hadir melalui pernyataan Mochammad Irfan Yusuf, posisinya lebih
bersifat responsif dibandingkan dominan. Pemerintah tidak menjadi pusat produksi makna tetapi
sebagai aktor yang menanggapi kekhawatiran yang muncul. Hal ini menciptakan relasi yang lebih
seimbang antara otoritas administratif dan moral. Artinya, Tempo.co menonjolkan legislatif sebagai
aktor dominan yang mendefinisikan isu melalui aspek legalitas. Mediaindonesia.com menghadirkan
distribusi aktor yang terkesan menyeimbangkan rasionalitas administratif dan legitimasi profesional.
Sedangkan Republika.co.id memusatkan representasi pada otoritas keagamaan dengan orientasi moral
dan normatif. Menurut Kress, makna dikonstruk melalui relasi antar tanda sehingga posisi aktor dalam
teks adalah elemen dalam produksi makna (Kusnadi, Pradana, & Suhadianto, 2025). Aktor yang
ditempatkan di awal teks, dikutip langsung dan diulang-ulang akan berpengaruh lebih besar dalam
membentuk interpretasi pembaca.

Aktor yang tidak dihadirkan dalam teks pemberitaan secara implisit akan kehilangan ruang dalam
diskursus (Praminia, Triyanti, & Tritintya, 2026). Kelompok calon jemaah haji, dalam konteks penelitian
ini, sebagai subjek utama kebijakan justru tidak banyak direpresentasikan secara langsung. Konstruksi
pemberritaan semacam ini mengesankan adanya ketimpangan dalam distribusi suara.

3.2. Strategi Framing dan Pilihan Bahasa

Pengemasan suatu realitas merupakan pewujudan dari praktik media dalam membentuk persepsi
publik terhadap suatu isu (Ashraf, Arslan, & Murtaza, 2025). Pengemasan realitas atau framing
mengarahkan interpretasi audiens sedangkan pilihan bahasa memperkuat pesan dan mempengaruhi
emosi penerima. Kombinasi keduanya sering digunakan dalam media untuk menciptakan makna yang
diinginkan komunikator. Bahasa, menurut Kress, merupakan praktik semiotik yang secara aktif
membentuk realitas melalui pilihan tanda, struktur dan relasi antar elemen dalam teks. Perbedaan
strategi bahasa yang digunakan oleh media bukan hanya sebatas variasi stilistika. Apalagi setiap media

memiliki orientasi ideologis dan posisi diskursif masing-masing. Terkait strategi framing dan pilihan
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bahasa dalam media Tempo.co, Mediaindonesia.com dan Republika.co.id tentang war tiket bisa dilihat

melalui tabel berikut:

Media Pola Framing Pilihan Bahasa Efek Makna

Penolak kuat
Metafora  (“banjir enolakan ua

T . Konflik
empo.co onfli Kritik”) dan o
problematisasi
IIW 7 Il"t‘h K k
Mediaindonesia.com Moderat/rasional e.l.cana . jtihad et.e.rbu .aan‘ dan
kebijakan legitimasi rasional
. . . “Kemaslahatan”, Pertimbangan etis
Republika.co.id Normatif/moral “kehati-hatian” dan reflektif

Data menunjukkan bahwa Tempo.co, Mediaindonesia.com dan Republika.co.id mengorbitkan tiga
pola framing yang berbeda seperti intensifikasi konflik, distribusi rasional dan normativisasi moral.
Ketiganya dibentuk melalui kombinasi pilihan leksikal, struktur teks serta modalitas yang digunakan
dalam pemberitaan. Framing empo.co dibangun melalui intensifikasi leksikal dengan menekankan
konflik dan resistensi terhadap kebijakan. Penggunaan istilah “banjir kritik” menunjukkan strategi
semiotic amplification, yaitu upaya memperbesar dampak makna melalui metafora (Harun, Abd
Rahman, & Ezedy, 2025). Kata “banjir” selain menggambarkan kritik sekaligus menciptakan asosiasi
ketidakterkendalian dan tekanan kolektif. Tempo.co mengirimkan pesan tersembunyi pada pembaca
bahwa wacana war tiket haji merupakan isu yang problematik.

Strategi ini diperkuat oleh struktur teks Tempo.co yang menempatkan kritik pada bagian awal dan
mengulangnya melalui berbagai aktor legislatif. Fenomena ini, menurut Kress, mencerminkan
discursive accumulation. Discursive accumulation adalah pembentukan makna melalui repetisi dan
penguatan pesan secara bertahap (Alisoy, 2026). Modalitas dalam pemberitaan Tempo.co cenderung
tegas mengingaat pernyataan disampaikan dengan kepastian tanpa mengesankan keraguan. Hal ini
bisa dilihat dari kalimat “tidak sejalan dengan undang-undang” atau “tidak mungkin kebijakan itu tidak
berdasarkan legalitas” yang digunakan tempo.co. Modalitas tinggi, menurut Kress, berfungsi
menstabilkan makna dan mengurangi ruang interpretasi alternatif. Secara semiotik, fenoemna tersebut
mencerminkan posisi ideologis yang kuat karena bahasa digunakan untuk menetapkan batas antara
yang sah dan tidak sah.

Berbeda dengan Tempo.co, Mediaindonesia.com mengkonstruksi realitas dengan framing yang
lebih moderat dan terdistribusi. Media Mediaindonesia.com tidak membangun satu narasi dominan
tetapi memunculkan berbagai perspektif dalam satu pemberitaan. Strategi ini, menurut Kress, dapat
dikategorikan sebagai multivocal semiotic arrangement. Multivocal semiotic arrangement adalah penataan
berbagai tanda yang memungkinkan keberagaman makna (Kourdis, 2025). Pembaca tidak diarahkan

pada satu posisi tertentu sehingga diberikan ruang untuk menafsirkan. Pilihan leksikal yang digunakan

84



Syaddadul Haqqi Annaibi, Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress

Mediaindonesia.com juga menunjukkan kecenderungan moderasi. Istilah seperti “wacana” berfungsi
sebagai semantic softener atau yang meredam potensi konflik dan menghindari penilaian yang terlalu
tegas. Kata ini menempatkan war tiket haji sebagai gagasan yang masih dalam tahap diskusi dan bukan
kebijakan yang sudah final.

Dengan demikian, bahasa digunakan untuk menciptakan jarak antara fakta dan evaluasi sehingga
teks berita tampak lebih objektif. Penggunaan istilah “ijtihad kebijakan” oleh Mediaindonesia.com
menunjukkan proses semantic hybridization. Semantic hybridization berkaitan dengan penggabungan dua
domain makna religius dan administratif (Shabbir & Iqgbal, 2025). Kata “ijtihad” membawa konotasi
upaya intelektual dalam tradisi Islam sementara “kebijakan” merujuk pada ranah administratif negara.
Kombinasi ini menghasilkan legitimasi ganda yang selain normatif juga teknokratik. Itulah yang
barangkali yang disebut oleh Kress bahwa makna dibangun melalui interaksi antar sistem tanda yang
berbeda.

Republika.co.id mengemas realitas war tiket dengan berorientasi pada nilai dan moralitas. Hal ini
bisa dilihat dari cara Republika.co.id memilih bahasa seperti “kemaslahatan”, “amanah umat” dan
“kehati-hatian” menunjukkan penggunaan value-laden signs. Value-laden signs adalah tanda yang sarat
dengan nilai ideologis (Cooren, 2025). Setiap tanda, menurut Kress, membawa muatan sosial tertentu
sehingga bahasa yang digunakan tidak hanya menjelaskan tetapi pada saat yang bersamaan menilai
(Udin, Mau, & Akbar, 2026). Framing dalam media Republika.co.id tidak dibangun melalui konflik
tetapi justru melalui moral positioning. Teks pemberitaan Republika.co.id tidak secara eksplisit menolak
atau mendukung kebijakan namun menggeser fokus pada aspek etis dan prioritas kolektif. Hal ini bisa
dilihat dari Republika.co.id menyuguhkan pentingnya persiapan haji terrlebih dahulu. Lalu isu war tiket
ditempatkan sebagai sesuatu yang sekunder. Strategi ini dapat dipahami sebagai discursive deferral atau
penundaan makna untuk menghindari konfrontasi langsung (Al-Natour, Al-Qawasmeh, & Al-
Hawamdeh, 2025).

Modalitas yang digunakan dalam Republika.co.id cenderung rendah hingga moderat. Ungkapan
seperti “perlu dikaji”, “dikhawatirkan” dan “tidak terburu-buru” menunjukkan adanya ruang
keraguan dan refleksi. Modalitas rendah, menurut Kress, membuka kemungkinan interpretasi yang
lebih luas dan mencerminkan pendekatan deliberatif. Bahasa tidak digunakan untuk menetapkan
kebenaran tetapi untuk mengajak pembaca mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Artinya,
ketiga media menunjukkan konfigurasi framing yang berbeda secara sistematis. Tempo.co
menggunakan intensifikasi leksikal, struktur hierarkis dan modalitas tinggi untuk membangun narasi
konflik. Mediaindonesia.com mengandalkan distribusi suara, moderasi leksikal dan keterbukaan
semiotik untuk menciptakan kesan objektivitas. Adapun Republika.co.id memanfaatkan bahasa

normatif, modalitas reflektif dan orientasi moral untuk membingkai isu ke ranah etis.
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Perbedaan ini menunjukkan bahwa framing tidak hanya berkaitan dengan isi informasi, tetapi juga
dengan cara penyampaian. Strategi framing ini juga mencerminkan bagaimana media berperan sebagai
aktor dalam produksi makna (Rimordiaz & Suswanta, 2025). Tidak ada satu makna tunggal mengenai
war tiket haji; yang ada adalah berbagai versi realitas yang dibentuk melalui pilihan bahasa yang
berbeda. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan interpretasi melalui
mekanisme semiotik yang kompleks. Dengan segala keragaman itulah sesungguhnya pembaca tidak
hanya menerima fakta tetapi sekaligus perspektif yang telah dibingkai oleh media. Bahasa menjadi alat
kekuasaan simbolik yang menentukan bagaimana isu dipahami dan dinilai. Singkatnya, memahami
strategi framing berarti memahami bagaimana realitas kebijakan dikonstruksi di ruang publik.

3.3. Produksi Makna dan Relasi Kekuasaan dalam Diskursus

Makna dalam wacana kritis tidak perrnah tunggal karena dibentuk melalui interaksi bahasa,
konteks sosial dan kepentingan aktor yang terlibat (Munib, Humaidy, Choliq, & Jauhari, 2025). Melalui
kombinasi itu, realitas dikonstruksi dan dipertahankan sesuai dengan struktur kekuasaan yang
dominan. Selanjutnya, relasi kekuasaan bekerja mengatur apa yang dianggap benar, wajar atau layak
dibicarakan. Diskursus menjadi arena perebutan makna yang terus berubah. Di mana kelompok
tertentu dapat mendominasi narasi, sementara yang lain terpinggirkan dalam pembentukan
pengetahuan dan kebenaran sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa adalah alat kekuasaan utama
sosial.

Media menjadi arena diskursif yang mempertemukan berbagai kepentingan negara, legislatif dan
otoritas keagamaan yang masing-masing berupaya membangun legitimasi melalui bahasa. Guna
mempermudah memahami bagaimana media menjadi arena produksi makna dan relasi kekuasaan
tentang war tiket bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3. Produksi Makna dan Relasi Kekuasaan dalam Diskursus

Media Basis Kekuasaan  Pola Relasi Mekanisme Diskursif  Hasil Makna
Normalisasi hukum,  Delegitimasi
Tempo.co Legal (DPR Dominatif ’
P gal ( ) ommat akumulasi kritik kebijakan
L. . Administratif . Distribusi otoritas, Legitimasi
Mediaindonesia.com . Jaringan . . y .
(pemerintah) rasionalisasi deliberatif
. . . N iasi simbolik, e
Republika.co.id Moral (MUI) Negosiatif egosias SIbot Legitimasi etis

moralisasi

Data menunjukkan bahwa produksi makna dalam media Tempo.co, Mediaindonesia.com dan
Republika.co.id tidak homogen. Tetapi justru mencerminkan konfigurasi relasi kekuasaan yang
berbeda. Perbedaan ini terlihat dari bagaimana aktor ditempatkan, argumen disusun serta bagaimana
batas legitimasi dibangun dalam teks. Relasi kekuasaan dalam media Tempo.co dikonstruksi melalui

dominasi aktor legislatif dalam struktur wacana. DPR tampil sebagai aktor yang memiliki otoritas
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untuk menilai, mengoreksi dan bahkan membatasi arah kebijakan pemerintah. Dominasi ini selain
terlihat dari frekuensi kutipan juga terlihat dari posisi strategis pernyataan dalam teks berita.

Distribusi tanda seperti ini, menurut Kress, menciptakan hierarki makna yang mana suara tertentu
memperoleh legitimasi lebih besar dibandingkan yang lain (Putra, Abduh, & Sairil, 2026). Kritik dari
berbagai aktor legislatif disusun secara berlapis oleh Tempo.co sehingga menciptakan efek konsensus.
Sejalan dengan pandangan Kress bahwa makna tidak dibentuk secara tunggal tetapi melalui relasi antar
tanda yang saling memperkuat. Hasilnya adalah konstruksi realitas di mana penolakan terhadap
kebijakan tampak sebagai posisi dominan dan rasional. Pemerintah, dalam konfigurasi ini, diposisikan
sebagai aktor defensif sehingga legitimasi administratifnya menjadi tereduksi.

Berbeda dengan Tempo.co, Mediaindonesia.com memproduksi makna yang terdistribusif.
Artinya, kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor dan tersebar melalui interaksi antara pemerintah,
asosiasi, dan sumber lainnya. Kondisi ini, menurut Kress, mengesankan reconfiguration of authority atau
penataan ulang otoritas melalui distribusi tanda yang lebih merata (Kalsoom & Khan, 2026). Di mana,
pemerintah tetap memiliki posisi sentral tetapi legitimasi yang dibangun tidak bersifat absolut.
Mediaindonesia.com mengemas pemberitaan war tiket haji sebagai bagian dari upaya mencari solusi
terhadap masalah antrean. Bahasa yang digunakan cenderung moderat dan argumentatif sehingga
menciptakan kesan bahwa kebijakan berada dalam proses deliberasi. Dengan demikian, kekuasaan
dalam pemberitaan Mediaindonesia.com bersifat relasional yang mana berbagai aktor berkontribusi
dalam membentuk makna.

Dimunculkannya aktor non-negara berupa asosiasi penyelenggara haji, memperluas basis
legitimasi. Dalam perspektif Kress, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari
institusi formal sekaligus juga dari aktor yang memiliki otoritas profesional. Produksi makna menjadi
lebih kompleks karena melibatkan berbagai sistem tanda yang saling berinteraksi. Republika.co.id
membingkai Majelis Ulama Indonesia ebagai sebagai aktor yang memberikan evaluasi terhadap
kebijakan. Artinya, legitimasi tidak ditentukan oleh hukum atau rasionalitas administratif melainkan
oleh nilai-nilai normatif seperti kemaslahatan, keadilan dan kehati-hatian. Produksi makna dalam
pemberitaan Republika.co.id menunjukkan pergeseran basis kekuasaan dari formal ke simbolik.

Menurut Krees, kekuasaan simbolik bekerja melalui tanda yang mengandung nilai budaya dan
religius (Kettani & Ouahidi, 2025). Bahasa yang digunakan tidak hanya menjelaskan, tetapi juga
mengarahkan penilaian moral pembaca. Wacana war tiket haji tidak diposisikan sebagai benar atau salah
secara teknis namun sebagai layak atau tidak layak secara etis. Relasi antara pemerintah dan otoritas
keagamaan dalam pemberitaan Republika.co.id bersifat negosiatif. Di mana, pemerintah tetap
dikonstruk sebagai pengambil kebijakan tetapi tidak boleh mengesampingkan pertimbangan moral

MUI. Barangkali itulah yang disebut oleh Kress dengan semiotic negotiation. Sebuah proses di mana
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makna dibentuk melalui interaksi antara berbagai sistem tanda yang mewakili kepentingan berbeda
(Kourdis, 2025). Hasilnya bukan dominasi satu pihak tetapi justru keseimbangan yang dinamis.

Produksi makna dalam ketiga media menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui proses
normalisasi. Ketika suatu posisi diulang, diperkuat, dan ditempatkan secara strategis dalam teks, posisi
tersebut secara bertahap diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dalam Tempo.co, normalisasi terjadi
melalui penguatan kritik legislatif. Dalam Mediaindonesia.com, normalisasi terjadi melalui penyajian
kebijakan sebagai proses rasional. Dalam Republika.co.id, normalisasi terjadi melalui pengaitan
kebijakan dengan nilai moral. Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam wacana bersifat
produktif yang selain membatasi apa yang dapat dikatakan juga membentuk apa yang dianggap masuk
akal, sah dan dapat diterima (Huttunen, Kulha, & Kyllénen, 2025).

Mengacu pada pandangan Gunther Kress, produksi makna selalu terkait dengan distribusi tanda
dalam struktur sosial (Udin, Mau, & Akbar, 2026). Media, sebagai produsen teks, memiliki peran
penting dalam menentukan bagaimana tanda tersebut disusun dan diinterpretasikan (Mohamed, 2025).
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pembaca tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga
terlibat dalam proses internalisasi makna yang telah dibingkai oleh media. Wacana war tiket haji tidak
hadir sebagai fakta objektif, melainkan sebagai konstruksi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan.
Dengan demikian, analisis terhadap produksi makna tidak hanya mengungkap isi teks, tetapi juga

mekanisme sosial yang membentuknya.

4. CONCLUSIONS

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan sistematis antar masing-masing media. Tempo.co membangun diskursus melalui
penonjolan aktor legislatif dan penggunaan framing konflik berbasis legitimasi hukum, sehingga
menghasilkan konstruksi makna yang cenderung delegitimatif terhadap wacana kebijakan.
Mediaindonesia.com menghadirkan distribusi aktor yang lebih seimbang dengan pendekatan rasional-
administratif, yang menempatkan kebijakan sebagai proses deliberatif dan terbuka. Sementara itu,
Republika.co.id menekankan dimensi normatif melalui representasi otoritas keagamaan, sehingga
membingkai isu dalam kerangka moral dan kemaslahatan umat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa
media berperan sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam versi realitas atas isu yang sama.
Diskursus war tiket haji menjadi arena kontestasi antara kekuasaan legal, administratif, dan simbolik,
yang masing-masing berupaya membangun legitimasi melalui strategi bahasa tertentu. Tidak terdapat

makna tunggal yang dominan, melainkan pluralitas makna yang dinegosiasikan dalam ruang publik.

88



Syaddadul Haqqi Annaibi, Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress

REFERENCES

Albab, U. (2025, Oktober 1). Amphuri.org. Retrieved from https://amphuri.org/sistem-antrean-baru-haji-
terobosan-keadilan-bagi-umat/

Alisoy, H. (2026). Hyperbole, Repetition, and Metonymy in Donald J. Trump’s Davos 2026 Special
Address: A Discourse-Stylistic Analysis. Acta Globalis Humanitatis et Linguarum, 3(1), 33-43.
doi:https://doi.org/10.69760/aghel 026001004

Al-Natour, M. M., Al-Qawasmeh, S. 1., & Al-Hawamdeh, A. M. (2025). A pragmatic analysis of refusal
strategies in management communication. British Journal of Applied Linguistics, 5(1), 43-52.
doi:https://doi.org/10.32996/jgcs.2025.5.1.5

Ashraf, R., Arslan, M. F., & Murtaza, K. (2025). The power of language: Role of eco-linguistics in shaping
environmental awareness. Journal of Asian Development Studies, 14(1), 1785-1792.
doi:https://doi.org/10.62345/jads.2025.14.1.142

Cooren, F. (2025). Rethinking the Value-Ladenness of Interaction and Dialogue: A Ventriloquial
Exploration. The Journal of Dialogic Ethics, 4(2), 116-136. doi:https://doi.org/10.5840/jde20254210

Fadilla, R. A., & Fitriyanti, F. (2026). Implikasi Hukum Perjanjian Jual Beli Tiket Konser Tidak Resmi
Terhadap Konsumen. Recital Review, 8(1), 30-44. doi:https://doi.org/10.22437/rr.v8i1.48892

Faturahman, A. A. (2026). Banjir Kritik Wacana War Tiket Haji. Jakarta: Tempo.co.

Fitriyah, A. A. (2025, Agustus 13). Umrahbersamamu. Retrieved from
https://umrahbersamamu.com/2025/08/13/kuota-haji-indonesia-diatur-setiap-tahun-oleh-arab-
saudi-dibagi-menjadi-jalur-reguler-dan-khusus/

Hafil, M. (2026). MUI Minta Kemenhaj Fokus Persiapan Haji Dibanding Wacana War Ticket. Jakarta:
Republika.co.id.

Halojember.com. (2026, April 3). Retrieved from Agus Zainudin:
https://halojember.jawapos.com/opini/2604130002/komodifikasi-di-balik-war-tiket-haji-opini-
oleh-agus-zainudin-dosen-universitas-islam-jember

Harun, M. F., Abd Rahman, & Ezedy, K. (2025). Metaphor beyond branding: from the perspective of
cultural semiotic. Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship (JIBE), 10(1),
49-62. doi:10.24191/jibe.v10i1.3259

Herdiansah, A. G. (2026). Jihad as public ethics: a critical discourse analysis of Islamic organizations’
narratives on health governance in Indonesia. Cogent Arts & Humanities, 13(1), 2650726.
doi:https://doi.org/10.1080/23311983.2026.2650726

Huang, X., & Gadavanij, S. (2025). Power and marginalization in discourse on Al in education (AIEd):
social actors’ representation in China Daily (2018-2023). Humanities and Social Sciences
Communications, 12(1), 1-13. doi:https://doi.org/10.1057/s41599-025-04621-5

Huttunen, S., Kulha, K., & Kyllonen, S. (2025). Deliberating Justice in Citizen Jury Processes-Lessons for
Just Transitions Governance. Environmental Policy and Governance, 35(5), 868-881.
doi:https://doi.org/10.1002/eet.70010

Kalsoom, U., & Khan, W. A. (2026). The Hidden Architecture Of Comics: Establishing Flow As The
Meta-Structure Of Narrative Meaning. International Premier Journal of Languages & Literature,
4(3), 116-147.

Kettani, M. T., & Ouahidi, L. M. (2025). Curating Educational Visuals Through Multimodal Discourse
Analysis: A Comparative Study. International Journal of Language and Literary Studies, 7(3), 440-
455. doi:https://doi.org/10.36892/ijlls.v7i3.2202

Kourdis, E. (2025). Multimodal, polysemiotic, multisemiotic: a necessary demarcation for semiotics and
translation studies. Social Semiotics, 35(5), 718-732.
doi:https://doi.org/10.1080/10350330.2025.2562390

Kress, G., & Hodge, R. (2025). Language as ideology. Britania Raya: Taylor & Francis.

Kusnadi, H. F., Pradana, B. C., & Suhadianto. (2025). The Portrait of Women in Election Campaign
Advertisements. Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET), 4(2), 1137-1147.
doi:https://doi.org/10.58526/jsret.v4i2.783

89



Social Science Academic

Machmudi, M. 1. (2026). Kemenhaj Pastikan Wacana War Tiket tidak Ganggu Antrean Haji. Jakarta:
Mediaindonesia.com.

Mohamed, A. O. (2025). The effect of design on the viewer's perception of media content and its role in
problem solving. Journal of Ecohumanism, 4(1), 1432-1447.

Munib, A., Humaidy, M. A., Choliq, A., & Jauhari, M. (2025). Misuse of dakwah as religious tyranny in
the film bidaah: A critical discourse analysis. Research Horizon, 5(6), 2699-2712.
doi:https://doi.org/10.54518/rh.5.6.2025.847

Ni'am, S. (2025, Oktober 30). Kompas.com. Retrieved from https://www kompas.com/jawa-
timur/read/2025/10/30/123000888/tak-lagi-47-tahun-masa-tunggu-haji-kini-diseragamkan-jadi-
26-tahun-di?page=all#page?2

Praminia, I. G., Triyanti, A. D., & Tritintya, N. P. (2026). A Critical Discourse Analysis of Online Media
on the Indonesian Government’s Handling of BPJS Kesehatan Fraud. Jurnal Riset Komunikasi
(JURKOM), 9(1), 169-186. doi:https://doi.org/10.38194/jurkom.v9i1.1515

Prayudi, Z. A., Munawaroh, & Fadlullah, F. (2026). Pengaruh Perceived Risk dan Credibility Terhadap
Purchase Intention Jasa War Tiket Konser Melalui Trust di Indonesia (Studi Empiris Konser K-
Pop). Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 2633-2651. doi:https://doi.org/10.63822/jtcnsc77

Putra, H. P., Abduh, N. K., & Sairil. (2026). A social semiotic analysis of women’s political self-branding
on Instagram in the Indonesian parliament elections. Linguistics Initiative, 6(1), 11-31.
doi:https://doi.org/10.53696/27753719.61354

Putri, N. F., & Lobodally, A. (2025). A multimodal analysis of a brand ambassador post on social media.
Jurnal ASPIKOM, 9(1), 45-60. doi:http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v9i1.1254

Rimordiaz, A., & Suswanta. (2025). Environmental Conflict and Human Rights: Indigenous Peoples'
Struggle Against Land Exploitation in Papua. Jurnal llmu Sosial dan Humaniora, 14(2), 349-360.
doi:https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.91563

Shabbir, S. R., & Igbal, T. (2025). Lexical Hybridization As A Strategy For Innovations In Pakistani
English Newspapers: A Corpus-Based Study. Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT),
8(4), 629-637. doi:https://doi.org/10.63878/jalt1371

Thalita, & Indah, R. N. (2025). Early Childhood Vocabulary Acquisition through Multimodal Strategies:
A Semiotic Study of Miss Rachel. Aulad: Journal on Early Childhood, 8(3), 1483-1492.
doi:https://doi.org/10.31004/aulad.v8i3.1195

Thésler-Kordonouri, S., & Koliska, M. (2025). Journalistic agency and power in the era of artificial
intelligence. Journalism Practice, 19(10), 2189-2208.
doi:https://doi.org/10.1080/17512786.2025.2480238

Tri, M. E., Nurhayati, A., & Kholidah, S. N. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada
Praktik Jual Beli Tiket Konser di Platform Twitter. Igtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for
Indonesia, 12(2), 135-150. doi:https://doi.org/10.31942/iq.v12i2.13040

Turisno, B. E., Natalis, A., & Al Asy’Arie, M. H. (2025). Beyond Textual Reform: A Semiotic and Feminist
Critique of Indonesian Civil Code. Int | Semiot Law 38, 38, 2261-2291.
doi:https://doi.org/10.1007/s11196-025-10314-8

Udin, Mau, M., & Akbar, M. (2026). Food Colonialism and Social Media: Multimodal Discourse Analysis
of' Food Barter" Content on Instagram. Architecture Image Studies, 7(1), 1434-1446.
doi:https://doi.org/10.62754/ais.v7i1.1040

90



